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UNDANG-()NDANG REPUBLIK INDONESIA 


NOM OR 12 TAIIUN 1997 


TENTANG 


PEHUBAHAN ATAS llNDANG-UNDANG 


NOMOI{ 6 TAJIUN 1982 


TENTANG 


IJAK eJlYfA 

SEBAGAIMANA TELAII DlUBAH DENGAN 


UNDANG-UNOANG NOMOI{ 7 T AHUN 1987 


DENGAN RAHMAT TlJIIAN YANG MAliA ESA 

Presiden I epublik Indonesia, 

Menimbang : 

a. 	 bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat , 

lerutama di b idang perekonoll1ian haik di tingkat nasional rnaupun inler

na iollal, pemberian perlindung:1Il hllkUlJ1 yang semakin tfektif terhadap 

flak Alas Kekayaan Illtelektuill, khusllsnya eli lJidang Bak Cipta perlu 

lebih ditingkatkan dalalIl rangka rnewujudkan ikJim ya11g lebih baik bagi 

tumbuh dan berkernbangnya selll angat mencipta di bielang ilrnu penge

tahuan, seni dan sastra, yang '>illlgat diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan nas ional yang benujuan terciptanya masyaraka! Indonesia 

yang adil , rnakrnur, rnajll, dan Illandiri hcrdasarkan PanC:ilsila dan 

Undang,UIldaJlg Dasar 19·!5; 

[llStnbusl II 



Mengingat 

I. 
1945; 
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b. 	bahwa dcngan pcncrimaan dan kcikutscrtaan Indonesia dalam Pcrsetujuan 
tcntang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kckayaan Intclektual (Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including 

Trade in Counterfeit GoodsffRIPs) yang mcrupakan bagian dari 
Pcrsetujuan Pcmbentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 

Establishing the World Trade Organization) scbagaimana tclah disahkan 

dengan Undang-undang, berlanjut dcngan mclaksanakan kcwajiban untuk 
mcnycsuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas 
Kekayaan Intelektual tcrmasuk Hak Cipta tcrhadap persctujuan intcr
nasional tersebut; 

c. 	 bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana tcrscbut dalam huruf a 
dan b, scrta mcmperhatikan penilaian terhadap scgala pengalaman, 
khususnya kckurangan sclama pelaksanaan Undang-wldang tcntang Hak 
Cipta, dipandang perlu untuk mcngubah dan mcnycmpurnakan beberapa 
kctcntuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tcntang Hak Cipta 
scbagaimana telah diubah dcngan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 
dcngan Undang-undang; 

Pasal 5 ayat (I), rasal 20 ayat (I), dan Pasa1 33 Undang-Undang Dasar 

2. 	 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tcntang Hak Cipta (Lembaran Nc
gara TallUn 1982 Namor 15, Tamhahan Lembaran Ncgara Nomor 3217) 
scbagaimana tclall diubah dcngan Undang-undang Namor 7 Tahun 1987 
(Lembaran Ncgara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Ncgara 
Nomor 3362); 

3. 	 Undang-undang Nomor 7 TallUn 1994 tcntang Pcngcsahan Agreement 

Establishing 771e World Trade Organization (Pcrsetujuan Pcmbentukan 
Organisasi Pcrdagangan Dunia) (Lembaran Ncgara Tahun 1994 Nomor 
57. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 
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DCllgall pcrsctuj uan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Mcnctapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG

UNDANG NOM OR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBA

GAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 1987. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta sebagaimana telah diubah dcngan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1987, diubah sebagai berikut: 

1. 	 Ketentuan Pasal I huruf c diubah dan ditambah empat ketentuan baru 

yang dijadikan angka 8, 9, 10, dan II, sehingga keseluruhan Pasal I 
berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal I 

I. 	 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya lahir sualu ciptaan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekalan, keterampilan atau keahlian yang di

tuangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

2. 	 Ciptaan adalah hasil sctiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan 

I11cllunjukkan kcaslianllya dalam lapangan iI/llu pengetahuan, selli dan 

sastra . 

3. 	 Pcmcgaug Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik I1ak Cipta, atau 

orang yang mcncrima hak tcrscbut dari Pencipta, atau orang lain yang 

mcncrima Iebih laujul hak dari orang lersebut di atas. 

4. 	 Pcngumuman adalah pembacaan , pcnyuaraan, pcnyiaran atau penye

baran scsuatu ciptaan, dcngan mcnggunakan alal apapun dan dengan 
cara scdcmikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didcngar 

atau dilihat olch orang lain. 

5. 	 Pcrbanyakan adalah mcnambah jumlah scsuatu ciptaan, dengan pem

buatan yang sama, hampir sama atau mcnycrupai ciptaan tersebu! 
dcngan mernpcrgunakan bahan-bahan yang sarna rnaupun tidak s3tna, 

tennasuk mcngalihwujudkan sesuatu ciptaan. 
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6. 	 Potret adalah gamharan dengan cara dan alat apapun dari wajah orang 

yang digambarkan baik bersama bagian tubuh laitmya maupun tidak. 

7. 	Program Komputer adalah program yang diciptakan secara khuslls sc
hingga mcmungkinkan komputer mclakukan fungsi tertentu. 

8. 	 Pclaku adalah aktor, pcnyanyi, pcmusik. penari atau mereka yang 
menampilkan, mcmperagakan, mcmpertunjukkan, menyanyikan, mc
nyampaikan, mcndcklamasikan, atau mcmainkan suatu karya musik, 
drama. tari, sastra dan karya scni lainnya. 

9. 	 Produscr rckaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama 

kali merekam atau mcmiliki prakarsa untuk mcmbiayai kcgiatan 
perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara 
atau bunyi lainnya. 

10. Lcmbaga pcnyiaran adalah organisasi penyelcnggara siaran, baik 
Lcmbaga Pcnyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta 
yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran alas suatu 
karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan alau tanpa kabel 
atau melalui sistcm elcktromagnetik laiJmya. 

1 1. Kantor Hak Cipta adalah satuan organisasi di lingkungan departemcn 

yang mclaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Hak Cipta". 

2. 	 Ketcntuan Pasal 2 diubah, dengan menambah dua ketcntuan baru yang 
dijadikan ayat (2) dan ayat (3) sehingga kescluruhan Pasal 2 bcrbunyi 
scbagai berikut : 

"Pa"al 2 

(1 ) 	 Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun pcncrima hak 
tmtuk mcngunmmkan atau mcmperbanyak ciptaannya maupun 
mcmberi izin ul1tuk itu dcngan tidak mcngurangi pembatasan
pemhatasan mcnumt peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

(2) 	 Pcncipta dan atau pcncrima I1ak Cipta atas karya film dan program 
komputcr mcmiliki hak untuk mcmberi izin at au mclarang orang lain 
yang tanpa pcrsctujuannya mcnyewakan ciptaan tersebut untuk 
kcpcntingan yang bcrsifat komcrsial. 

(3) Ketentuan mcngenai hak untuk mcmberi atau mclarang pe
nyewaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) bcrlaku pula bagi 
produser rckaman suara. n 

IZ1l1 
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3. 	 Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menyisipkan ketentuan baru yang 
dijadikan ayat (la) dan mengubah ketentuan ayat (2), sehingga ke
seluruhan Pasal 8 berblUlyi sebagai berikut : 

"Pasai 8 

(I) 	 Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam 
dinasnya ciptaan ilu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, 
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak 
mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan 
ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. 

(Ia) Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan 

dalam hubungan dinas. 

(2) 	 Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap 
sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila di
perjanjikan lain antara kedua pihak. n 

4. 	 Ketentuan Pasal lOA diubah, sehingga Pasal lOA berbunyi sebagai 

berikut: 

"Pasa) lOA 

(1) 	 ApabiJa suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu 
belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan 
tersebut untuk kepentingan penciptanya. 

(2) 	 ApabiJa suatu ciptaan telah ditcrbitkan tctapi tidak diketahui pen
ciptanya atau pada ciptaan tcrsebut hanya tertera nama samaran 
penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan 
tersebut untuk kepentingan penciptanya. n 

5. 	Ketentuan Pasal 1 1  ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
1 1  bcrbwlyi sebagai berikut : 

"I-asal 11 

(I) 	 Dalam Undang-undang ciptaan yang dilinclungi adalah ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetallUan, seni dan sastra yang melipuli karya : 

a. 	 buku, program komputer, pamf1et, susunan perwajahan karya 
tulis yang diterbitkan, d,m semua hasil karya tulis laiunya; 

1111 
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b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan 
dengan cara diucapkan; 

c. 	 alat peraga yang dibuat untuk. kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 

d. 	 ciptaan lagu atau musik dcngan atau tanpa teks, tcrmasuk kara-
witan, dan rekaman suara; 

e. drama, tari (koreografi), pcwayangan, pantomim; 

f. karya pertunjukan; 

g. karya siaran; 

h. 	 seni rupa dalam scgala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni 
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan 
yang berupa scni kcrajinan tangan; 

i. arsitektur; 

j. peta; 

k. seni batik; 

I. fotografi; 

m. sinematografi; 

n. 	 terjcmallan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya 
dari hasil pengalihwujudan. 

(2) Ciptaan scbagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi scbagai 
ciptaan tersendiri, dengan tidak mcngurangi Hak Cipta alas ciptaan 
aslinya. 

(3) 	 Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) terma,uk juga semua ciptaan yang tidak atau bclum 
diumumkan, akan tctapi sudah merupakan suatu bentuk kcsatuan 
yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. " 

6. 	 Ketentuan Pasal 14 huruf a, c, ct, dan e diubah, sehingga kcscluruhan 
Pa<;al 14 berhunyi sebagai berikut : 

"I'asal 14 

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau diCantumkan maka 
tidak dianggap scbagai pelanggaran Hak Cipta : 
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a. 	 Pcnggunaan ciptaan pihak lain unluk keperluan pcndidikan, penclilian, 

penulisan karya ilrniah, pcnyusunan laI){)ran, penulisan krink dan lin
jauan suatu masalah dcngan ketemuan lidak merugikan kepemingan 

yang wajar bagi pencipla. 

b. 	 Pengambilan ciplaan pihak lain baik seluruhnya rnaupun sebagian guna 

keperluan pernbelaan di dalarn dan di luar pengadilan; 

c. 	 Pengambilan ciplaan pihak lain baik seluruhnya rnaupun sebagian guna 

keperluan : 

I. 	 ccrarnah yang scmala-mala unluk lujuan pendidikan dan ilrnu 

pengctahuan; 

2. 	 pertunjukan alau pemeIllasan yang tidak dipungul bayaran dcngan 

kClcntuan tidak rnerugikan kepelllingan yang wajar bagi pencipla. 

d. 	 Perbanyakan sualu ciptaan bidang ilrnu pengetahuan, seni dan sastra 

dalarn huruf braile guna kepcrluan para tunanelra, kecuali jika 

perbanyakan itu bersifat korncrsial; 

e. 	 Perbanyakan sualu ciptaan selain program kompuler, secara terbata5 

dengan cara atau alat apapun alau proses yang serupa oleh perpustakaan 

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dOI..11

mentasi yang non komcrsial, scmata-mata untuk keperJuan aklivilasnya; 

f. 	 Perubahan yang dilakukan atas karya arsileklur seperli ciptaan 

bangunan herdasarkan perlimhangan pelaksanaan teknis; 

g. 	 Pcmbuatan salinan cadangan suatu program kornpuler oleh pernilik 

program kornputer yang dilakukan semala-mata untuk digunakan 

sendiri. " 

7. 	 Ke!entllan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 herbunyi sebagai berikul : 

"Pasal 26 

(l) Hak Cipla alas c iptaan : 

a_ 	 buku, pamt1el, dan scmua hasil karya !lIlis lainnya; 

b. 	 ceramah, kuliah, pidalO dan ciplaan lainnya yang diwujudkan 

dengan cara dillcapkan; 

c. 	 alat pcraga yang dibual untuk kepemingan pendidikan Jan ilrnu 
pengetahuan; 

d. 	 ciptaan lagh alall II1lJsik dengan at au lanpa teks, tennasuk ka
rawitan; 
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e. 	 drama, tari (korcografi), pcwayangan, pantomim; 

f. 	 seni rupa dalam segal a bcntuk seperti scni lukis, gambar, scni 

ukir, scni kaligrafi, scni pahat, seni patung, kolase, scni terapan 

yang bcrupa scni kcrajinan tangan; 

g. 	 arsitektur; 

h. 	 peta; 

i. 	 seni batik; 

j. 	 tcrjcmahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya 

dari hasil pengalihwujudan. 

bcrlaku selama hidup Pcncipta dan terus bcrlangsung hingga 50 

(lima puluh) tahun sete1ah Pencipta meninggal dunia. 

(2) 	 Untuk ciptaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) yang dimiliki 

oleh 2 (dua) orang atau \cbih, maka Hak Cipta herlaku sclama hidup 

Pencipta yang tcrlama hidupnya dan bcrlangsung hingga 50 (lima 

puluh) tahun sesudah Pcncipta yang terlama hidupnya tcrscbut me

ninggal dunia. " 

8. 	 Kctentuan Pasa! 27 diubah dan disisipkan kctcntuan baru yang dijadikan 

ayat (2a), schingga kcscluruhan Pas a! 27 bcrbunyi scbagai bcrikut : 

"Pasal 27 

(I) 	 Hak Cipta alas ciptaan : 

a. 	 program kompuler; 

h. 	 sincmatografi; 

c. 	 rckaman suara; 

d. 	 karya pcrtunjukan; 

c. 	 karya siaran; 
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berlaku selama 50 (lima pllluh) tahun sejak pertama kali di

umumkan. 

(2) 	 Hak Cipta atas ciplaan yang berupa fotografi berlaku sclama 25 
(dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. 

(2a) 	 Hak Cipta atas karya susunan perwajahan karya tlllis yang di

terbitkan bcrlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama 

kali diterbitkan. 

(3) 	 Hak Cipta alas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I) dan 
Pasal 26 ayat (I) yang dimiliki atau dipegang oleh suaIU badan 
hukum, bcrlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 
diumumkan, sedangkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud daJam 

ayat (2) dan ayal (2a) bcrlaku selama 25 (dua puluh lima) lahun." 

9. 	 Oi antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pas a! 27 A sehingga Pasal 27 A 
bcrbunyi sebagai bcrikut : 

"Pasal 27A 

(I) 	 Hak Cipta alas ciptaan yang dipegang at au dilaksanakan oleh 
Negara berdasarkan : 

a. 	 ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, bcrlaku tanpa hat as 
waktu; 

b. 	 ketentuan Pasal lOA ayat (I), berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui umum. 

(2) 	 Hak Cipta alas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit bcrdasarkan 
kelentuan Pasal lOA ayat (2), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak karya cipla Icrscbul pcrtarna kali diterhitkall." 

10. 	 Oi anlara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan rasal 28A dan rasal 28B 
sehingga kcscluruhan Pasal 28A dan Pasal 28B berbunyi sebagai berikU! : 
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"Pasal 28A 

Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta scbagaimana dimaksud 
dalam: 

a. 	 Pasal 24 ayat (I) bcrlaku tanpa batas waktu; 

b. 	 Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka 

waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk 

pencantuman dan pcrubahan nama atau nama samaran penciptanya. " 

"Pasal 28B 

Tanpa mengurangi hak Pencipta alas jangka waktu pcrlindungan Hak 

Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka 

waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi: 

a. 	 selama 25 (dua puluh lima) tahun; 

b. 	 sclama 50 (lima puluh) tahun; 

c. 	 selama hidup pencipta dan terus bcrlangsung hingga 50 (lima puluh) 

t:iliun sClelaJl Pencipta meninggal dunia; 

dimulai sejak 1 Januari untuk l:iliun berikutnya selelah ciplaan tcrsebul 

diumumkan, diketahui oleh umum, dilerbilkan, atau setelah pencipta mc

ninggal dunia. 

II. 	 Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan BAB IlIA sehingga kese

luruhan BAB lIlA bcrbunyi sebagai berikut : 

"BAll lIlA 

LISENSI" 

"Pasal 38A 

(I) 	 Pemegang Hak Cipta berhak memberi liscnsi kepada pihak lain 

berdasarkan surat pcrjanjian lisensi untuk melaksanakan perbualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) 	 Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana 
dimaksud dalalll ayat (1) melipuli semua perbualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu lisensi 
dibcrikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Rcpublik 
Indonesia. " 
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"Pasal 38B 

Kccuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap bolch 
mclaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 . •  

"Pasal 38C 

(1) 	 Perjanjian Iisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun 
tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan per
ekonomian Indonesia. 

(2) 	 Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, per

janjian Iisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta. 

(3) 	 Permintaan pencatatan perjanjian Iisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) hams ditolak oleh Kantor 
Hak Cipta. 

(4) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Iisensi, termasuk tata 
cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Peme

rintah . •  

12. 	Judul dan isi BAB V diubah dan ditambah dua ketentuan baru yang 

dijadikan Pasal 43A dan Pasal 43B, sehingga keseluruban BAB V 
bcrbunyi sebagai bcrikut : 

"BAB V 

flAK DAN WEWENANG MENGGUGAT" 

"Pasal 41 

Pcnyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada orang alau badan lain 
tidak mengurangi hak Pcncipta alau ahli warisnya untuk mcnggugal 
seseorang yang tanpa persetujuannya : 

a. 	 meniadakan nama Pencipta yang tercantum pacla ciplaan itu; 

b. 	 mcncantumkan nama Pencipta pada ciptaannya; 

c. 	 mengganti alau mcngubaJl judul ciptaan ilu; dan alau 

d. 	 mengubah isi ciptaan ilu." 
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"Pasal 42 

(I) 	 Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi 

ke pengadilan negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta 
penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perba

nyakannya. 

(2) 	 Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan bahwa 

penyerahan iru baru dilaksanakan setelah Pemegang Hak Cipta 

membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang 

beritikad baik.. 

(3) Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan 

negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian peng

hasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan 

ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang meru

pakan hasil pelanggaran Hak Cipta at au dengan cara melanggar Hak 

Cipta tersebut. 

(4) 	 Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya 

dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk meng

hentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, 

dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran 

Hak Cipta.· 

"Pasal 43 

Hak Pcmcgang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak 

berlaku terhadap benda yang ada dalam tangan seseorang yang tidak 
me mpcrdagangkan benda-benda iru dan memperolchnya wItuk keperluan 

sendiri . •  

"Pasal 43A 

Pe ncipta at au ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti 
rugi atas pelanggaran ketentuan Pasal 24." 

"Pasal 438 

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
(idak mcngurangi hak Negara ullluk melakukan tuntutall pidana terhadap 

pelanggaran Hak Cipta. " 
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13. 	Oi antara Bab V dan Bah VI, disisipkan Bab VA sehingga keseluruhan 

BAB VA bcrbunyi sebagai berikut : 

"BAB VA 


HAK-HAK YANG BERKA IT AN 

DENGAN IIAK CIPTA" 


"Pasal 43C 

(I) 	 Pelaku memiliki hak khusus llntuk membcri izin atau melarang 

orang lain yang tanpa persetujllannya membuat, memperbanyak dan 

menyiarkan rekaman suara dan alau gamhar d<tri pertl.mjubnnYil. 

(2) 	 Produser rekaman suara memiliki hak khusns untuk memberi izin 
atau melarang orang lain yang tanpa pcrsctujnannya memperbanyak 

karya rekaman snara alan bnnyi. 

(3) 	 Lembaga penyiaran mcmiliki hak khnsns umuk mcmberi Izm atan 

mc1arang orang lain yang tanpa persctujuannya mcmhuat, mcm

perbanyak dan mcnyiarkan ulang karya siarannya mclalui transmisi 

dengan atau tanpa kabel, atau mclalui sistcm clektromagnctik 

lainnya. " 

"Pasal 431> 

( 1) 	 Jangka waktu perlindungan bagi : 

a. 	 Pclaku yang mcnghasilkan karya pertunjukan bcrlaku selama 50 
(lima puluh) tahun sejak karya tcrscbut diwujudkan atau 

diperlunjukkan; 

b. 	 Produscr rckaman Sllara yang menghasilkan karya rekaman 

suara bcrlaku selama 50 (lima puluh) tahlln sejak karya terscbut 
sclcsai dirckam; 

c. 	 Lembaga penyiaran yang mcnghasilkan karya siaran berlaku 

sclama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tcrschut pcrtama 

kali disiarkan. 
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(2) 	 Penghitungan jangka waktu perlindungan scbagaimana dimaksud 

dalam aya[ (1) dimulai sejak I J anuari tahun berikutnya setelah : 

a. suatu karya pertunjukan selcsai diwujudkan atau dipcrtunjukkan; 

b. suatu karya rekaman suara selesai direkam; 

c. suatu karya siaran selesai disiarkan un[uk pertama kali. " 

"Pasal 43.1£ 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3, Pasal 4, Pasal 5, 

Pasa! 8, Pasal 9, Pasa! 13, Pas a! 14, Pasa! 15, Pasa! 16, Pasal 17, Pasa! 

24, Pasa! 25, Pasa! 29, Pasa! 30, Pasa! 3 1, Pasa! 32, Pasal 33, Pasal 34, 

Pasiil 35, Pasiil 36, P<c.al 37, Pasa} 38, Pasal 38A, Pasa! 38B, Pasal 38C, 

Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasa! 44, Pasal 45, Pasa! 46 dan 

Pasa! 47 berlaku pula terhadap pcmilik hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43C." 

14. Kc:lentllan Pasal 45 dillbah, sehingga Pasal 45 berbunyi scbagai berikul : 

"Pasal 45 

Cip[aan a[a\l barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cip[a ber

dasarkan putusan pengadilan dapat : 

a. dirampas untuk Negara guna dimllsnahkan; atau 

b. diserahkan kepada Pemegang Hak Cipta, scpanjang Pcmegang Hak 

Cipta yang bcrsallgkutan tclah mcngajukan gugatan pcrdata atas per

kara pelanggaran Hak Cipta terscbut berdasarkan ketentuan sebagai

mana dimaksud da!am Pasal 42." 

15. Keten[uan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbwlyi sebagai beriku[ : 

"Pa<;al 47 

(l) 	 Selain Penyidik Pejaba[ Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pe

jabal Pegawai Negeri Sipil terlCn[U di ling kung an depar[cmcn yang 

Iingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak 

Cipta, diberi wewcnang khusus sebagai Penyidik scbagaimana di

maksud dalam Ulllbng-undang Nomor 8 Tahwl 1981 tcntang Hllkum 

Acara Pidana, llntuk me1akukan penyidikan tindak pidana di bidang 

Hak Cipla. 
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(2) Penyidik Pejabat Pegawai Ncgeri Sipil scbagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) berwenang : 

a. 	 mclakukan pcnelilian alas kcbcnaran laporan alau kelerangan 
bcrkcnaan dengan tindak pidana di hidang Hak Cipta; 

b. 	 melakukan pcnclitian Icrhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan lindak pidana di hidang H ak Cipta; 

c. 	 mcminta kelerangan dan bahan bukti dari orang atau hadan 

hukum sehuhungan dcngan tindak pi dana di bidang Hak Cipta; 

d. 	 mclakukan pcmcriksaan atas pcmbukuan, pcncatatan dan do

kumen lainnya yang bcrkcnaan dengan tindak pidana di bidang 
Hak Cipta; 

c. 	 mclakukan pcmcriksaan di tcmpat tcrtcntu yang diduga tcrdapat 
hahan bukti pcmhukuan, pcncatatan dan dokumcn lain scrta 
melakukan pcnyitaan tcrhadap bahan dan barang hasil pclang

garan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di 

bidang Hak Cipta; 

f. 	 meminta bantuan ahli dalam rangka pclaksanaan tugas pc
nyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 

(3) 	 Pcnyidik Pejabat Pegawai Ncgcri Sipil sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (I) memberilahukan dimulainya pcnyidikan dan hasil 
pcnyidikannya kepada Pcnyidik Pcjabat Polisi Negara Rcpuhlik 

Indonesia. 

(4) 	 Pcnyidik Pcjahat Pcgawai Ncgcri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( I) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut 
Umum mclalui Pcnyidik Pcjahat Polisi Ncgara Rcpuhlik Indonesia 
dcngan mcngingat kctentuan Pasal 107 Undang-undang NOll1or R 

Tahun 1981 tentang HlIkull1 Acara Pidana". 

16. 	 Kctcntuan Pasal 48 dillbah, sehingga Pasal 48 bcrbunyi sehagai bcrikut : 

"rasal 48 

Undang-undang ini bcrlaku tcrhadap SClllua ciptaan dan Hak-hak Yang 
Bcrkaitan dengan IIak Cipta : 



ib 

sama 

1'J'i1. No. 2Y 

a. Warga negara. penduduk, dan badan hukum Indonesia; 

b. 	 Bukan warga negara Indonesia. bukan penduduk Indonesia dan bukan 

badan hukum Indonesia yang untuk: pertarna kali diumumkan di 
Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalarn jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak ciptaan itu diwnumkan untuk pertarna kali di luar 
Indonesia; 

c. 	 Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan 

badan hukum Indonesia, dengan ketentuan : 

1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan 

Hak Cipta dan Hak-hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta dengan 
Negara Republik Indonesia; 

2) 	 Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau 
peserta dalam suatu perjanjian multilateral y�Ulg Im:ngenai 

perlindwlgan Hak Cipta dan Hak-hak Yang Berkaitan dengan Hak 
Cipta.• 

Pasal II 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetal1Uinya, memerintahkan pengundangan 

Undang-undang ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

D isahkan ill Jakarta 

pada tanggal 7 Mei 1997 


PRESIDEN REPUBLlK I NDONESIA 


SOEH ARTO 
DiwlJangkall di lakarta 


pada tanggal 7 Mei 1997 


ME NTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLlK INDONESIA 


MOER DIONO 
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